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WALI NAGARI SINDANG LUNANG
EticAMATAN I. UNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN WALI NAGARI SINDANG LUNANG
NOMOR 05 TAHUN 2021

TENTANG

PEN|ABARAN PERUBAIIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BE
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGAR] S[NDANG  LUNANG ,

Menlmbang

Menglngat

LN|ANAGARI

Bahwa sebagai  pelaksanaan  ketentuan  Pasal  3  Peraturan  Nagari  Nomor 05

:::i:^2P3_1.±::¥5.Pit,?_a±=,.4P_¥_a_I?I___Pehndapatat,i:i.P.elanjaNagariTahun Anggaran 2021, maka perlu menyusun Peratura
Penjaharan  Perubahan  Anggaran  Pendapatan  dan  Be
Lunang Tahun Anggaran 2021 ; Ia::I,

i!r;;i,i

Nagari tentang
Nagari  Sindang

1.   Undang-Undang   Nomor   12   Tahun   1956   tentang   Pembentukan   Daerah
Otonom  Kabupaten  Dalam  Lingkungan  Daerah  Propihsi  Sumatera  Tengah
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun  1956  N
Undang Drt. Nomor 21  Tahun  1957  (Lembaran Negai
Tahun 1957 Nomor 77) jo undang-Undang Nomor 58

or  25)  jis  Undang-
Republik Indonesia
un 1958 (Lembaran

Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1958  Nomor  108, Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2.   Undang-Undang  NolTior  28  Tahun  1999  tentang  Pen

yang  Bersih  dan   Bebas  dan   Korupsi  dan  Nepotism
Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  75,  Tambah
Republik Indonesia Nomor 3851);

3.   Undang  -  Undang  Nomor  25  Tahun  2000  tentang  Program  Pembangunan
Nasional  (Lembar  Negara  Tahun  2000  Nomor  206,  Tambahan  Lembaran
Negara Nomor 3952);

4.   Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  P

:EbI

bangan   Keuangan

£3ofa4r#:::rL[Z#ap::aath::nL:::::innfaNhegDaarearahoiLoer|b4a3r8;Ne8araTahun
5.   Undang-Undang Nomor 28 Tahun  2009 tentaT`g Pajak Daerah dan  Retribusi

Daerah   (Lembal.an  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor  130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6.¥E::n£;Umnodr¥,gT¥°mmb:::nT:::nb:r°a[n4;:::I:8NDoe=:{L5e4#;ranNegaraTahun

7.   Undang-Undang   Nomor   2   Tahun    2020   tentang   Penetapan    Peraturan
Pemerintah   Pengganti   Undang-Undang   Nomor   1   Tahun   2020   tentang
Kebijakan    Keuangan    Negara   dan    Stabilitasi    Sistem    Keuangan    untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam
rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabllltas Sistem I(euangan menjadi Undang-Undang;

8.    Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2005  tentang  Dana  Perimbangan
(Lembaran  Negara  Tahun  2005  Nomor  137, Tambahan  Lembaran  Negara
Nomor 4575)j



9.    Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005Tentang bengelo,aanKeuangan

:::r£:h::eL::abr::nNf8:::aRReeppuubb]ikk[[:£:::Sjj:NToaE!:425°7%;;N°m°rL4°J
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah   (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2005   Nomor  140,
Tambahan Lembaran Negara Repub]ik [ndonegia Nomdr 4578),

11.:::a;::agna:::aenrjpne:;ere°n:::I::nT;::ner2,:t°a5h::n5:ane:bphe#emmabna::ninE:ngaaar:

Republik Indonesia  Tahun  2005  Nomor  165,  Tamba|an  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4594);

12.E:::tHTara,::::sejr'Fefamhe¥j::°hr:LTeamh::I::°£:::I:nfeppe|a?I:ri:dKoenueas:gaa£::

2oo6  Nomor  Z5,  Tambanan  Lembaran  Negara  Repuplik  Indonesia  Nomor
4614);

13.::rdaat:::€npdeamn:rt#:[oNr°¥°:a4h3uTnah2uon]2°t]e4n::I:nDge::r:teubraagnaiian¥atne:::

beberapa  kali  diubah,  terakhir  dengan  Peraturan  Pqmerintah  Nomor  11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-UI|dang Nomor 6 Tahun
2014  tentang  Desa  (Lembaran    Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2019
Nomor 41),                                                                                       ,

14. Peraturan   Pemerintah   Nomor   60  Tahun   2014  tentang  Dana   Desa  yang
bersumber dart Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaL'a (Lembaran Negara
Republik Indonesia  Tahun  2014  Nomor  168,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia  Nomor 5558)  sebagaimana  telah  diubah beberapa kali
terakliir  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  0  Tahun  2016  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

15. Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2021  tentang  Badan  Usaha  Milik
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan  Desa  (Berita  Negara  Repubik Indonesia Tahun  2014 Nomor
2094);

17. PeratLiran  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  110  Tahun  2016  tentang  Badan
Permusaywaratan   Desa   (Berita   Negara   Repubik   Indonesia   Tahun   2017
Nomor89);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Re|)ublik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawal`ah De§a (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2020  tentang  Priorltas  Penggunaan
Dana   Desa  Tahun  2021   (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020
Nomor 1035);

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Flcpubllk   []idonesla   Nomoi-   21   Taliun    2020    (entang   Peaoman   Umum
Pembangunan  Desa  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  (Berita  Negara
Repubik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan
Dana Desa (Berita Negara Republlk Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah DD Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Pandemi Covid-
19 dan  Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021  Nomor
149);

24. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tarn Cara Pengadaan Barang/|asa
di Desa;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2   Tahun 2016 tentang
Na8ari,



26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan
Nadari   serti   TuunjanganTetap   dan   Tunjangan   Wali   Nagarl,   Perangkat

Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;

Menetaphan  :

27.::ar;:upr::eBrrnp:E£:::§irTsae::::nN£:r::£82:?hun2P20Tenfangsfandar

28.::La:::::nBduapna:e::::Sj:nseian:,nanNB:n°arN3a:aartus:u2a°pffatgeannp:,gfab:p::er:

Pesisir  Selatan  yang  bersumber  dari  Anggaran   Penpapatan  dan  belanja
Negara Tahun Anggaran 2021;

29.E:Laut:raa:sB:epraatitupr:Snjs:ru§:)t:t;:srs:rms°e|a]t:nTfi:umno:°42Eatf:nfaz82PLerTuebna#

:::Acnagr:a::nm3:nffldaanpf:nn:::eBfaeFaannjaA;°a¥athDTaanhaur#nagEa¥::8292::umber
30. Peraturan Bupati pesisir selatan Nomor         Tentang perubahan Kedua Atas

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tentang Tata
Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap
Nagari   yang  bersumber  dari  Anggaran   Pendapatan  |dan   Belanja   Daerah
Kabupaten Pegisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

31.::La:::agnu#aang;i:£d#eLnug:in#a¥:rT::h°u4nT2aoh[u8n.22o¥4:tenfangRencana

32. Peraturan Nagari Sindang Lunang Nomor 01 Tahun  2ql9 Tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari;

33.Peraturan  Nagari Sindang Lunang Nomor 06 Tahun  2020 Tentang Rencana
Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2021;

34. Peraturan Nagarl Slndang Lunang Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2021;                       I

35. Peraturan Nagari Sindang Lunang Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan
Rencana Kerja pemerintah Nagari Tahun 2021;                  I

MEMUTUSRAN :                                            ,

ZEEtGZURARANNPE#A]pANTAA#AFEBNETA#APNEANG'£E|AsfNNDAPNEGR¥E£E£¥
TAHUN ANGGARAN 2021

I

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021, bertambah/berkurang dengan rincian
sebagai berikut:                                                                                                                                       I

1.   Pebdapatan Nagari
1.1.       PendapatanAsliNagari

a.    Semula

b.    Bertambah/ (Berkurang)

|umlab PANagari setelali |]erubahan

1.Z.       Transfer
a.     Semula
b.    Bertambah/ (Berkurang)

lumlah pendapatan Transfer setelah perubahan    Rp

1.3.      Lain-lain pendapatanyangsah
a.     Semula
b.    Bertambah/ (Berkurang)

1.000.000,00

I                  0,00

1.000.000,00

1.2431.815.500,00

(4.486.066,00)
1.Z39.829.434,00

Rp.                        1.500.000,00

Rp.                             I                 0,00

Jumlah pendapatan Lain-lain yang sah  setelah perubahan      Rp.

lum]ah pendapatan sete]ah |] erubahan                     Rp. .z:i:#.1:::,.:::



Z.   Belanja Nagari
Z.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah

a.    Semula
b.    Bertambah/ (Berkurang)

]umlah setelah |]eruhahan
2.Z. Bidang Pemt]angunan

a.    Semula

b.    Bertambah/ (Berkurang)
Jumlah setelah I)erubahan
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a.    Semula
b.    Bertambah/ (Berkurang)

lum]ah setelah perubahan
Z.4. Bldang Peml)erdayaah Maeyal.akat

a.    Semula

b.    Bertambah/ (Berkurang)

]um]ah setelah |]emhahan
2.5.  Bidang Penanggulangan BeDcana, Keadaan
Dartirat dan Mendesak Nagari

a.    Somula

b.    Bertambah/ (Berkurang)
|um]ah setelah perubahan
Surplus/(Defisit) setelah Perut)ahan

3.   Pemblayaan Nagarl
3.1 Penerilnaan Pemblayaan

a.    Semula
b.    Bertambah/ (Berkurang)

]umlan Setelah Perubahan
3.2 Penge]uaran Pembiayaan

a.    Semula
b,    Bertambah/ (Berkurang)

Jumlah Sete]ah Perubahan
Selisih Pemblayaan setelah pertlt)aban

559.680.600,19

18.102.784,00
577.783.384,19

38:::::..::::::

46Z.74Z.ZOO,00
I

83.264.200,00

(31.169.400,00)
52.094.800,00

103.023.400,00

(77.449.700,00)
25.573.700,00

125.800.300,00

0,00
1Z5.800.300,00

(2.164.950,19)

2.164.950,19

0,00
2.164.950,19

0,00
0,00
0,00

0.00

Pasal Z

Uraian  lebih  lanjut  Penjabaran  Perubahan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Nagari  sebagaimana
dimaksud Pasal  1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan baglan tak terpisahkan dari  PeratLlran
Wali Nagari ini.

Pasal 3

Pelakeanaan Penjabaran Perubahan APBNagari yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih
lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Pel`ubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan
Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.



Pasal 4                                                I

PeraturanwaliNagariinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan.                          I,

Agarsetiaporangdapatmengetahui,memerintahkanpengundanganperaturanYa]iNagariinidengan

penempatannya dalam Berita Nagari Sindang Lunang.

I

:;t;:i:#::£;n#t8e:ubnearn28o2|
S]NI)ANG LUNANG

Diundangkan di : Sindang Lunang
PadaTanggal      :27September2021


